BERITA

AERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2008 NOMOR 13

PERATURAN WALIKOTA PEKNLONGAN

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG f

PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KARTU i}'ANDA PENDUDUK GRATIS

Menimbang

Mengingat

o

ALIKOTA PEKALON(:r‘AN,
I
bahwa petiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh
pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi dan
kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
bahwa guina meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
dalam |pbidang administrasi kependudukan, dipandang perlu

memberikan Kartu Keluarga (KK)|dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Gratis; 1

bahwa berdasarkan pertimbanga sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetgpkan Peraturan Walikota tentang
Penerbitan Kartu Keluarga dan u Tanda Penduduk Gratis;
Undang ndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- : aerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat d Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun

1950 Te

a Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undangr-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
)ﬁn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 18 Tahyn 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribugi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah engan Undang—Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan | Atas Undang-Undang Nomor 18
tentang | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4084)

Undang-Undang Nomor 39 Tah
(Lembaran Negara Republik In
Tambalian Lembaran Negara Rep

w 1999 tentang Hak Asasi Manusia

nesia Tahun 1999 Nomor 165
blik Indonesia Nomor 4048);




Menetapkan

10.

11

12. Keputusan Presiden Nomor

Undang-Undang Nomor 10 Ta 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan /(Lembaran Negara Republik
Tahun 2004 Nomor 353 Tambahan Lembaran Negara
ik| Indonesia Nomor 4389);

2004 tentang Pemerintahan
Lembaran Negara Repub l' Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Ta nbahan Lembaran Negara
a kali terakhir dengan Undang-

8 tentang Perubahan Kedua Atas
!

ahun 2004 tentang Pemerintahan
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Re publik Indonesia Nomor 4844),

‘M
¢ 2006 tentang Kewarganegaraan
egara Republik Indonesia Tahun

nbaran Negara Republik Indonesia

ﬁhun 2006 tentang Administrasi

Undang-Undang Nomor 23 T
Kependudukan (Lembaran Neg a Republik Indonesia Tahun 2006
Nomot 124 Tambahan Lembara JNegara Republik Indonesia Nomor
4674); |
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas | Wilayah Kotamadya [Daerah Tingkat II Pekalongan,

Kabupaten Daerah Tingkat II “ekalongan Dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3381); |

ran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor.
119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kepg¢ndudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomjor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4736),
|

2 Tahun 1983 tentang Penataan dan
Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

13. Pergturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang

(1) Setiap keiuarga
memenuhi persyaj
Penduduk.

Penyelenggaraan Pendafta n Penduduk dan Catatan Sipil
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2003 Seri B

Pasal 1

y%ng bertempat tinggal
atan, dapat diterbitkan




vt
~
o

(2) Untuk penerbitan Kartu| Keluarga dan/atau Ka
dimaksud pada avat (1)), penduduk harus meng
keluarganya kepada Lurah melalui RT/RW.

Pasal 2

(1) Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk d

(2) Untuk perubahan anggota keluarga dalam Kartu
Peraturan Daerah yang bgrlaku.

(3) Untuk perpanjangan Kartu Tanda Penduduk,

Daerah yang berlaku.

Penerbitan Kartu Keluarga
miskin, tidak dikenakan bi

(SKTM).

Segala biaya yang timbul se

pada Anggaran Pendapatan

Peraturan Walikota ini mulai jberlaku pada tanggal diund

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe
dengan penempatannya dala

Diundangkan dalam Berita

Pada tanggal 18 Agustus 20

SE]
K¢

#

DTA PEKALONGAN

Pasal 3

a dengan melampirkan

Pasal 4

Pasal 5

bagaimana dimaksud dg

ai akibat ditetapkannya P
Belanja Daerah Kota Peka

Tanda Penduduk sebagaimana
aftarkan diri dan/atau anggota

iperikan secara gratis.

(eluarga, dikenakan biaya sesuai

| . 1
dﬁcenakan biaya sesuai Peraturan

: Pasal 2 ayat (2) bagi warga
‘Surat Keterangan Tidak Mampu

Berita Daerah Kota Pe

08.

KRETARIS DAERAH

MASROF, SH

embina Utama Muda
NIP. 500 056 471

:gundangan Peraturan Walikota ini

alongan.

IKOTA PEKALONGAN
Cay
ttd.
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